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ABSTRAK 

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum 

acara perdata, maka ketentuan mengenai ultra petita dalam hukum acara perdata 

yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan 189 RBg juga 

berlaku. Akan tetapi ketentuan itu tidak diindahkan dalam dalam Putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016. Atas alasan 

tersebut diajukan permohonan kasasi untuk membatalkan putusan yang 

melampaui batas wewenang sebagaimana kewenangan pada tingkat kasasi sesuai 

dengan amanat Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, akan tetapi dalam 

Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 menolak permohonan kasasi 

yang diajukan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat pokok permasalahan yaitu 

Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-

PHI/2016 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana akibat 

hukum yang dapat timbul dari putusan kasasi tersebut. Guna menjawab 

permasalahan yang ada, maka dilakukan penelitian hukum normatif, yang 

bersumber pada data sekunder dan didukung data primer, dianalisis secara 

kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Adapun hasil dari 

penelitian yaitu terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Kasasi Nomor 981 

K/Pdt.Sus-PHI/2016 dengan peraturan perundang-undangan, karena semestinya 

pada tingkat kasasi dapat membatalkan putusan yang mengandung ultra petita, 

dan akibat hukum yang timbul adalah putusan Pengadilan Hubungan Industrial 

yang mengandung ultra petita tersebut harus dilaksanakan oleh pihak Tergugat, 

meskipun dalam hal ini Tergugat lebih dirugikan. 

Kata kunci: Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial, Ultra Petita, 

Kasasi. 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah pengadilan khusus yang 

dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili 

dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.1 Perselisihan 

hubungan industrial tersebut didalamnya mencakup perselisihan hak, perselisihan 

kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan, dan 

perselisihan pemutusan hubungan kerja.2 Proses beracara di Pengadilan Hubungan 

Industrial pada dasarnya yang menggunakan hukum acara perdata yang berlaku 

dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(“UU PPHI”). Ketentuan tersebut telah termaktub dalam Pasal 57 UU PPHI. 

Hukum Acara Perdata meliputi ketentuan-ketentuan yang selain memberi 

jalan dan cara bagaimana seseorang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh 

orang lain, harus betindak untuk dapat memulihkan kembali haknya itu tanpa 

melanggar hukum yang dilakukan dengan cara meminta bantuan Pengadilan.3  

Perkara yang diajukan ke Pengadilan, setelah diperiksa dan dipertimbangkan 

haruslah berakhir dengan adanya suatu keputusan Hakim/Pengadilan (vonnis).4 

Hal ini termasuk pula perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja yang 

diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Asas-asas yang berlaku dalam 

hukum positif pada umumnya dijadikan sebagai dasar oleh hakim dalam 

melaksanakan tugasnya untuk memutus suatu perkara.5 Salah satu asas yang tidak 

dapat diabaikan, ketika mengakhiri suatu perkara perselisihan pemutusan 

hubungan kerja dengan suatu putusan, putusan dijatuhkan oleh hakim dengan 

disertai alasan-alasan yang didasari atas hukum positif. Meskipun demikian, 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, pasal 1 angka 17. 
2 Ibid, Pasal 1 angka 1. 
3 H.M. Abdurrachman, S.H., Hukum Acara Perdata (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 

2014) h. 3. 
4 Ibid, h. 101. 
5 Sarwono, S.H., M.H., Hukum Acara Perdata (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) h. 18. 



hakim dalam mempertimbangkan serta mengadili suatu perkara tidak dapat 

mengesampingkan satupun tuntutan/petitum yang tercantum dalam gugatan yang 

diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan.  

Keleluasaan hakim dalam memutus suatu perkara dengan memperhatikan 

seluruh petitum dalam gugatan tetap harus sejalan dengan Pasal 178 Ayat (3) 

H.I.R dan Pasal 189 (3) Rbg, ditegaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan 

Ultra petita. Menurut I.P.M. Ranuhandoko, ultra petita adalah putusan hakim 

yang dijatuhkan terhadap suatu perkara tetapi putusan yang tersebut melebihi apa 

yang dimohonkan oleh Penggugat.6 Tidak bolehnya melakukan ultra petita 

mengampu pada tujuan, yang menjaga hakim tidak melakukan perbuatan 

sewenang-wenang dalam mengadili suatu perkara berdasarkan pertimbangan-

pertimbangannya sendiri, karena batasannya ada pada apa yang dimohonkan 

Penggugat dalam gugatan.7 Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah 

melampaui yurisdiksi atau wewenangnya, biasanya disebut dengan ultra vires. 

Akan tetapi putusan ultra petita tersebut tercermin dalam putusan yang 

menyelesaikan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Putusan 

13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg, dalam putusan tersebut hakim telah memutus agar 

Tergugat (Pihak Perusahaan) membayarkan gaji Penggugat dengan periode 12 

bulan gaji, sementara Penggugat dalam petitum gugatannya meminta untuk 

dibayarkan gajinya hanya untuk periode 8 bulan gaji. Putusan yang mengandung 

ultra petita dapat dinyatakan cacat (invalid). Atas timbulnya putusan dari perkara 

perselisihan pemutusan hubungan kerja melebihi apa yang dituntut oleh 

Penggungat, berdasarkan hirarki upaya hukum terhadap putusan Pengadilan 

Hubungan Industrial, pihak yang keberatan dengan putusan Pengadilan Hubungan 

                                                           
6 I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 2000). 
7 DR. Djamanat Samosir, S.H., M.H., Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian 

Perkara Perdata (Bandung : Nuansa Aulia, 2011) h. 17. 



Industrial (judex facti) dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah 

Agung.8  

Mahkamah Agung berhak membatalkan putusan atau penetapan dari suatu 

pengadilan dalam tingkat kasasi9. Hal tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan 

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, yang mana berbunyi : 

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau 

penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: 

a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; 

b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; 

c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya 

putusan yang bersangkutan.” 

Ketentuan di atas jelas dapat dilihat bahwa ketika terdapatnya suatu putusan 

yang melampaui batas wewenang, yang mana hakim memutus melebihi yang 

diminta, maka Mahkamah Agung sebagai judex juris dapat membatalkan 

penetapan putusan judex facti.10  

Kadang kala suatu ketentuan hukum telah disusun dengan begitu ideal, akan 

tetapi tidak dapat dielakkan bahwa ketika menerapkan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat terdapat perbedaan ataupun ketidaksesuaian dengan apa yang 

sudah diatur. Mengenai pengaturan tersebut di atas, terdapat perbedaan yang 

diterapkan dalam Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Putusan kasasi 

dari perkara tersebut, menolak permohonan kasasi yang diajukan sebagai bentuk 

upaya hukum dari putusan perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja di 

Pengadilan Hubungan Industrial, yang mana pengajuan permohonan kasasi itu 

                                                           
8 Juanda Pangaribuan, Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (Jakarta: 

MISI, 2017) h.382. 
9 Bambang Sugeng Ariadi S. Johan Wahyudi, dan Razky Akbar, “Kajian Penerapan Asas 

Ultra petita pada Petitum Ex Aequo Et Bono” Jurnal Yuridika, Vol. 29 No. I, (Periode Januari-

April 2014), h.100-112  (On-line), tersedia di: https://e-

journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/360/194  (7 September 2018) 
10 Pangaribuan, op.cit, h. 385 

https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/360/194
https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/360/194


didasari atas adanya putusan yang melebihi apa yang dimohonkan oleh pihak 

Penggugat. Meskipun hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan 

didasarkan atas itikad baik maupun untuk kemaslahatan untuk orang banyak, 

putusan yang mengandung ultra petita tidak dapat serta merta dibenarkan, karena 

pada prinsipnya hakim tidaklah diperkenankan menambah sendiri hal-hal yang 

tidak diminta. 

2. Permasalahan 

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka akan 

dikemukakan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 981 

K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang menolak permohonan kasasi dengan 

menggunakan dasar putusan judex facti yang mengandung ultra petita, 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan permohonan kasasi yang diajukan 

atas dasar putusan judex facti mengandung ultra petita? 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini ialah mengenai Putusan Pengadilan Hubungan Industial 

Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg, yang memutus perkara perselisihan 

pemutusan hubungan kerja dengan putusan yang amarnya mengandung ultra 

petita. Serta putusan kasasi nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang menolak 

permohonan kasasi. 

2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara hanya meneliti bahan pustaka.11 

3. Data dan Sumber Data 

                                                           
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2007) h. 13-14. 

 



a) Data  

Data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah data sekunder dan 

didukung dengan data primer.  

b) Sumber Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer, yang digunakan antara lain: UU PPHI, UU tentang 

Ketenagakerjaan, H.I.R/RBg, UU tentang Mahkamah Agung, UU tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi, Putusan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-

PHI/2016/PN.Pdg dan Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016. 

2) Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan terdiri dari rujukan buku-buku para 

ahli hukum, artikel hukum, jurnal hukum, yang mana literatur-literatur yang 

diperoleh berkaitan dengan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial. 

3) Bahan Hukum Tersier, yang digunakan ialah tulisan-tulisan atau data-data 

terkait yang tersedia di internet, guna memberikan petunjuk serta penjelasan 

yang menyeluruh terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

c) Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang 

mempunyai kompetensi dan pemahaman dalam konsep yang terdapat pada data 

sekunder, serta dalam batas-batas penelitian hukum normatif. 

4. Cara Pengumpulan data 

Cara pengumpulan data sekunder digunakan dengan teknik studi kepustakaan. 

Sedangkan untuk data primer sebagai data pendukung diperoleh melalui 

wawancara dengan narasumber yakni Bapak Juanda Pangaribuan, S.H., M.H. 

5. Cara Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deduktif, dimana menarik kesimpulan dari pernyataan yang 

bersifat umum ke arah kesimpulan yang bersifat khusus.12 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

                                                           
12 Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui 

Pengetahuan Konteks dan Referensi Pragmatik” (On-line), tersedia di: 

https://media.neliti.com/media/publications/165448-ID-mengidentifikasi-cara-berpikir-

deduktif.pdf  (11 Februari 2019). 



1. Analisis Pertimbangan Hakim yang Menolak Permohonan Kasasi dalam 

hal Putusan Judex Facti yang Mengandung Ultra Petita 

Ultra Petita adalah larangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara 

melebihi apa yang dituntut atau apa yang diajukan oleh penggugat dalam 

gugatannya. Asas ini digariskan dalam hukum acara perdata yakni termkatub 

ketentuannya pada Pasal 178 Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. 

Tindakan hakim yang melanggar asas ultra petita ini dapat dipersamakan dengan 

tindakan yang tidak sah karena dianggap sama dengan melakukan pelanggaran 

terhadap prinsip rule of law, sehingga putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dan 

dapat dibatalkan apabila  secara nyata hakim memutus melebihi apa yang dituntut 

oleh pihak-pihak  yang berperkara dan berkepentingan atau hakim memutus hal-

hal yang telah jelas tidak diminta oleh  penggugat.13 

Pengajuan kasasi harus disertai dengan alasan-alasan kasasi yang dimuat 

dalam memori kasasi, sebagaimana alasan-alasan kasasi diatur dalam Pasal 30 

Ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Putusan hakim yang diputus 

dengan mengandung ultra petita, merupakan salah satu alasan dalam hal 

mengajukan upaya hukum kasasi. 

Pada putusan Kasasi dengan nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016, Pemohon 

Kasasi mengajukan permohonan kasasi dengan alasan yang disertai dalam memori 

kasasinya yaitu bahwa dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 

Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg, telah 

mengabulkan melebihi dari apa yang tidak diminta oleh Termohon 

Kasasi/Penggugat dalam petitum gugatannya. 

Hal ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial di 

Pengadilan Negeri Padang yang dijatuhkan pada tanggal 23 Juni 2016 tersebut, 

Penggugat mengajukan dalam petitum gugatannya bahwa meminta agar Pihak 

Perusahaan/Tergugat untuk hak-hak dari Penggugat yang salah satunya adalah 

membayar gaji Penggugat dari periode bulan Juli 2015 hingga bulan Februari 

                                                           
13 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian dan Putusan Pengadilan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.801-803. 



2016 yakni sebesar Rp 16.896.000, dengan rincian 8 bulan x Rp 2.112.000 (gaji 

perbulan). 

Kemudian putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial atas 

perkara tersebut yaitu menjatuhkan hukuman kepada Tergugat/Pihak Perusahaan 

untuk membayar hak-hak dari Penggugat dan juga menghukum Tergugat untuk 

membayar gaji yang belum dibayarkan kepada Penggugat dengan total sebesar Rp 

25.344.000, perhitungan total gaji yang harus dibayarkan tersebut dihitung dari 

gaji periode bulan Juli 2015 sampai dengan perkara diputus pada Pengadilan 

Hubungan Industrial yakni bulan Juni 2016, dengan rincian 12 bulan x Rp 

2.112.000. 

Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 13/Pdt.Sus-

PHI/2016/PN.Pdg, terlihat bahwa hakim telah mengabulkan melebihi apa yang 

dimintakan oleh Penggugat tanpa disertai dengan pertimbangan hukum yang jelas 

dan cukup. Atas dasar putusan tersebut, permohonan kasasi diajukan ke 

Mahkamah Agung dengan menggunakan alasan karena putusan judex facti telah 

melanggar asas ultra petita.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UU tentang Mahkamah Agung, 

bahwa dalam hal pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan salah satunya 

dengan alasan putusan judex facti tidak berwenang atau melampaui batasan 

wewenang. Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan 

permohonan kasasi telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Terkait dengan 

putusan kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 atas permohonan kasasi yang 

diajukan dengan alasan putusan judex facti mengandung ultra petita, hakim kasasi 

menjatuhkan putusan yaitu menolak permohonan kasasi tersebut. Hakim kasasi 

menganggap bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan 

alasan yang yakni putusan judex facti tidak salah menerapkan hukumnya dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

“Bahwa Penggugat telah menolak untuk dimutasikan dari Pasaman Barat ke 

Air Bangis Pasaman Barat yang mana mutasi tersebut merupakan 

kewenangan mutlak dari Tergugat dan Penggugat sendiri juga telah 



mendapatkan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III 

sehingga secara hukum berdasarkan Pasal 161 UU tentang Ketenagakerjaan, 

secara sah pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan.”14 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kasasi menilai bahwa putusan judex 

facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-

undang. 

Dapat dilihat dengan adanya putusan tersebut, hakim dalam tingkat kasasi 

tidak merinci satu persatu apa yang menjadi alasan dari Pemohon Kasasi dalam 

pengajuan permohonan kasasi, sedangkan Pasal 178 Ayat (2) H.I.R dan Pasal 189 

Ayat (2) RBg memberikan amanat bahwa hakim wajib mengadili seluruh bagian 

dari gugatan yang diajukan dan dengan disertai alasan-alasan yang dicukupkan 

untuk menjadi pertimbangan dalam membuat suatu putusan yang digunakan untuk 

mengadili suatu perkara seperti apa yang tercantum dalam Pasal 178 Ayat (1) 

H.I.R, serta sejalan dengan ketentuan pada Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang 

tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menyatakan suatu putusan 

haruslah disertai alasan-alasan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum yang ada. Meskipun 

hakim mempunyai kebebasan dalam cara mengadili dan hakim mempunyai 

kewenangan untuk mencari dan menemukan hukum, putusan yang akan 

dijatuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara tetap harus berada dalam batasan 

sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.  

Apabila kembali dilihat dalam pengajuan permohonan kasasi, alasan yang 

dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah mengenai 

putusan judex facti telah mengandung ultra petita. Sebagaimana larangan ultra 

petita telah jelas dituangkan dalam ketentuan hukum acara perdata pada Pasal 178 

Ayat (3) H.I.R dan 189 Ayat (3) RBg. 

Selain itu, doktrin dari M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa: 

“Putusan hakim pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. 

Hakim hanyalah berhak menimbang hal-hal yang diajukan oleh para pihak 

                                                           
14 Putusan Kasasi Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016, h.14. 



dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya. Hakim hanya menentukan, 

adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pemohon atau penggugat. 

Dalam persidangan hakim tidak diperkenankan untuk berinisiatif melakukan 

perubahan atau pengurangan, sekalipun beralasan demi rasa keadilan, 

karena putusan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam hukum acara 

perdata.” 

Doktrin tersebut sejalan pula dengan asas yang berlaku dalam hukum acara 

perdata yakni berkaitan dengan asas hakim bersifat pasif dan asas hakim bersifat 

menunggu. 

Bertitik tolak pada ketentuan yang tersebut di atas, putusan yang telah 

dikabulkan tetapi melebihi apa yang dimohon, telah melanggar asas-asas dalam 

hukum acara perdata yang penerapannya terdapat pada Pengadilan Hubungan 

Industrial, yakni hakim seharusnya hanya memutus/menimbang hal-hal yang 

diajukan/dituntut kepadanya dan hakim tidak diperkenankan untuk berinisiatif 

melakukan perubahan. Tidak diperkenanankannya hakim memutus melebihi apa 

yang dimintakan dalam petitum gugat juga untuk menghindari terjadinya 

pelanggaran terhadap prinsip rule of law. Menurut prinsip rule of law, semua 

tindakan hakim harus sesuai dengan hukum dan siapapun tidak diperbolehkan 

melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya.  Tindakan hakim 

dalam mengabulkan suatu perkara melebihi apa yang dituntut/digugat adalah 

nyata telah melampaui wewenang yang diamanahkan oleh ketentuan Pasal 178 

Ayat (3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg.15 

Pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri 

Padang dengan nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pdg yang telah dianalisis 

sebelumnya, tampak jelas bahwa hakim telah melanggar asas ultra petita yaitu 

putusan tidak boleh diselesaikan dengan mengabulkan melebihi apa yang dituntut, 

karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum. Atas dasar tersebut, kemudian 

menjadi alasan yang sudah benar dalam pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, 

hakim telah salah menerapkan hukum dan telah lalai mengambil putusannya, 

karena putusan judex facti secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang 

                                                           
15 M. Yahya Harahap, Op.Cit., h.802. 



berlaku serta tidak mengindahkan prinsip rule of law bahwa semua tindakan harus 

sesuai dengan hukum dan tidak diperbolehkan melampaui batas wewenang, 

sehingga Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi seharusnya dapat menerima 

permohonan kasasi tersebut dan membatalkan putusan judex facti yang telah 

diputus tetapi tidak terdapat kesesuaian dengan ketentuan yang ada. 

Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mengenai suatu putusan tidak diperkenankan untuk melanggar 

ketentuan ultra petita, antara lain sebagai berikut : 

a. Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 77 K/Sip/1973 

“Karena dalam petitum gugatan tidak dituntut ganti kerugian, Putusan 

Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman tergugat mesti mengganti 

kerugian harus dibatalkan.” 

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1001 K/Sip/1972 

Putusan tersebut pada pokoknya menyebutkan:  

“Melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi 

dari apa yang diminta.”  

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33 K/Sip/1972 

“Judex Facti tidak boleh mengubah dalil gugatan dalam gugatan penggugat 

(Pasal 189 Ayat (3) RBg).” 

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 

“Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena putusannya 

menyimpang dari apa yang dituntut dalam surat gugatannya, lagipula 

putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak 

tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekovensi.” 

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1960 

“Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena hanya meliputi 

sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang dituntutkan harus 

dibatalkan.” 

 

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang ada pun berkaitan dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata 

serta diperkuat dengan yurisprudensi serta doktrin hukum yang berlaku, bahwa 

suatu putusan tidak diperkenankan untuk melebihi apa yang dituntut oleh 

Penggugat dalam gugatannya karena ketika hakim memutus hal tersebut dengan 

melebihi apa yang diminta, maka tindakan yang dilakukan telah melampaui batas 



wewenang. Selain itu, Juanda Pangaribuan S.H., M.H., juga menegaskan dengan 

memberikan pendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan  harus disertai 

dengan dasar-dasar atau pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan tidak pula 

diperkenankan terdapat ketidaksesuaian dengan norma atau ketentuan yang 

seharusnya diterapkan. Putusan yang telah diputus dengan melampaui atau 

melebihi yang dimohonkan oleh para pihak tidak dapat dibenarkan karena secara 

kontras melanggar ketentuan yang diatur dalam H.I.R dan RBg yang berlaku.16 

Menurut penulis dalam perkara ini, apabila diselaraskan dengan ketentuan 

yang sebelumnya telah dikemukakan, maka permohonan kasasi yang diajukan 

tersebut telah menyertakan alasan-alasan kasasi atau keberatan-keberatan yang 

benar bahwa putusan judex facti  telah melampaui batas wewenangnya dalam 

memutus perkara pun telah salah menerapkan hukum, sehingga penulis 

berpendapat bahwa sudah selayaknya putusan judex facti tersebut dibatalkan 

dalam pemeriksaan tingkat kasasi untuk memulihkan kembali keadaan atas 

putusan yang melebihi apa yang dimohonkan tersebut, karena secara jelas dan 

tandas putusan judex facti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada 

seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang 

berlaku, serta telah keluar dari asas-asas pun prinsip-prinsip yang berlaku dalam 

koridor hukum acara perdata yang merupakan hukum acara yang diterapkan di 

Pengadilan Hubungan Industrial. 

 

2. Akibat Hukum Penolakan Permohonan Kasasi yang Diajukan dengan 

Dasar Putusan Judex Facti Mengandung Ultra Petita 

Akibat hukum merupakan suatu akibat atau dampak yang diberikan oleh 

hukum atas tindakan dari subjek hukum.17 Pada Putusan Kasasi Nomor 981 

K/Pdt.Sus-PHI, permohonan Kasasi diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan dasar 

putusan judex facti mengandung ultra petita, dengan diringi tuntutan yaitu hakim 

kasasi dapat kembali memulihkan putusan yang telah menyimpang dari ketentuan 

hukum acara perdata dengan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan 
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Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dengan nomor 13/Pdt.Sus-

PHI/2016/PN.Pdg, yang mana telah memutus melebihi apa yang dimohonkan atau 

yang tidak diminta oleh Penggugat/dalam hal ini Termohon Kasasi. 

Permohonan kasasi tersebut diselesaikan oleh hakim kasasi dengan 

menjatuhkan suatu putusan, yang mana suatu putusan terdiri dari bagian yang 

merupakan dasar dari putusan itu sendiri atau lazimnya disebut dengan amar 

putusan.18 Amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim kasasi dalam perkara adalah 

menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. 

Putusan hakim kasasi dalam Putusan dengan Nomor 981 K/Pdt.Sus-

PHI/2016, yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 

dalam perkara ini menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya penolakan 

permohonan kasasi, dengan demikian berarti tidak ada pula pembatalan putusan 

oleh hakim kasasi terhadap putusan judex facti yang mengandung ultra petita 

tersebut, maka akan tetap berlaku dan harus dijalankannya putusan yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang 

nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg. 

Adanya penolakan permohonan kasasi ini, membuat Pemohon 

Kasasi/Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini harus 

menjalankan akibat hukum yang timbul dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

sebagai bentuk realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk 

memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut, dalam hal ini berarti 

putusan judex facti harus tetap dilaksanakan atau dipenuhi oleh Pemohon 

Kasasi/Penggugat karena tidak adanya pembatalan putusan judex facti oleh hakim 

kasasi, meskipun sebagaimana diketahui bahwa putusan judex facti tersebut 

merupakan putusan yang telah melebihi permintaan dari Penggugat dan tidak 

sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai dilarangnya 

melanggar asas ultra petita. 
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Tidak dapat dihindari bahwa kepentingan penggugat mempunyai peranan 

pokok dalam suatu gugatan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim.19 Akan 

tetapi, suatu putusan yang dijatukan semestinya tetap memperhatikan ketentuan-

ketentuan yang berlaku serta dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya 

dalam menuntaskan penyelesaian perkara, hingga tiada pihak yang merasa harus 

menjalankan suatu putusan dengan lebih besarnya kerugian. Sebagaimana selaras 

dengan yang dikemukakan pula oleh Juanda Pangaribuan S.H., M.H., bahwa suatu 

putusan apabila dijatuhkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas 

dan dikembalikan pada norma atau ketentuan yang ada, maka setelah 

dijatuhkannya putusan tersebut tidak akan menimbulkan terjadinya kondisi 

dimana salah satu pihak harus menanggung kerugian lebih besar, berlaku pula 

sebaliknya yakni salah satu pihak dapat menanggung kerugian yang lebih besar 

apabila terjadi suatu putusan dijatuhkan dengan melampaui batas kewenangan 

atau melebihi yang dimohonkan dalam petitum tanpa mengikuti dan tanpa disertai 

dengan ketentuan yang berlaku.20 

Menurut pendapat penulis, dengan adanya penolakan permohonan kasasi 

berarti pihak Tergugat/Pemohon kasasi harus menjalankan putusan judex facti 

yang tidak dibatalkan tersebut, yang mana secara jelas putusan judex facti sudah 

melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 

yurisprudensi yang berlaku pun tidak lagi mengindahkan ketentuan mengenai 

prinsip serta asas yang seharusnya diterapkan dalam hukum acara perdata yang 

berlaku pula dalam hal beracara di Pengadilan Hubungan Industrial. Terkait 

dengan akibat hukum dari putusan kasasi dengan nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 

yang dijatuhkan oleh hakim kasasi, yakni pada akhirnya Tergugat/Pemohon 

Kasasi harus tetap menjalankan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan 

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, yang mana dalam hal ini 

putusan judex facti tersebut telah menambah jumlah kerugian yang  dibebankan 

kepada Tergugat/Pemohon Kasasi dan harus dipenuhi oleh Tergugat/Pemohon 

Kasasi sebagai bentuk dari menjalankan putusan judex facti. Penulis dalam hal ini 
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kembali berpendapat, apabila suatu putusan tidak melanggar asas ultra petita 

maka akan memberikan keseimbangan bagi kedua belah pihak, karena tidak 

menimbulkan adanya akibat hukum dari putusan tersebut diluar apa yang 

dimintakan atau dimohonkan. Selain itu pula tidak membuat salah satu pihak 

harus menjalankan kewajibab dengan dirugikan secara berlebih atas 

dijatuhkannya suatu putusan. 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

a. Putusan Kasasi dengan Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016, yang menolak 

permohonan kasasi dengan menggunakan dasar putusan judex facti yang 

mengandung ultra petita, belum terdapat kesesuaian dengan ketentuan yang diatur 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberatan yang diajukan oleh 

Pemohon Kasasi dalam hal permohonan kasasinya dilandaskan dengan putusan 

Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Pdg. 

telah melanggar asas ultra petita yang digariskan pada ketentuan Pasal 178 Ayat 

(3) H.I.R dan Pasal 189 Ayat (3) RBg. Alasan keberatan tersebut telah sesuai 

dengan ketentuan yang mengatur dalam hal akan mengajukan permohonan kasasi 

kepada Mahkamah Agung, yang mana hakim pada tingkat kasasi mempunyai 

kewenangan untuk membatalkan putusan judex facti tersebut. Akan tetapi, 

putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi adalah 

menolak permohonan kasasi yang diajukan dalam hal putusan judex facti 

mengandung ultra petita, yang secara nyata telah melanggar ketentuan yang 

digariskan oleh undang-undang dan yurisprudensi terkait selain itu juga telah  

melanggar asas pun prinsip dalam hukum acara perdata serta tidak memperhatikan 

doktrin yang ada.  

b. Putusan Kasasi dengan Nomor 981 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menolak 

permohonan kasasi menimbulkan akibat hukum yaitu tetap berlaku suatu putusan  

yang dijatuhkan oleh pengadilan terdahulu, seperti dalam perkara ini  maka 

putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang yang 

akan berlaku dan harus dilaksanakan, meskipun putusan tersebut telah keluar dari 



koridor hukum acara perdata yang juga diterapkan dalam hukum acara Pengadilan 

Hubungan Industrial. 

2. Saran 

a. Penulis berpendapat, adanya pembatasan upaya hukum kasasi sebagai 

upaya hukum terakhir dan tidak adanya upaya hukum peninjauan kembali 

terhadap putusan mengenai perselisihan hubungan industrial, tidak mampu 

memberikan penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial secara 

objektif. Hendaknya peluang untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali 

dapat dibuka kembali, dengan cara perlu adanya pencabutan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil 

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Pencabutan SEMA tersebut dimaksudkan 

apabila suatu putusan terdapat kekhilafan hakim dan terdapat kekeliruan yang 

nyata ataupun terdapat suatu putusan diputus dengan melebihi apa yang 

dimohonkan serta secara nyata menyimpangi ketentuan norma hukum yang 

berlaku, maka akan tetap tersedia peluang untuk memperbaiki putusan dari badan 

peradilan yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial sebelumnya 

dengan cara dapat diajukannya upaya hukum peninjauan kembali. 
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